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ABSTRAK

Desentralisasi fiska merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah
dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai
kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan
desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena
prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah money follows
functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerahkan, dengan dukungan
pembiayaan pusat melaui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah
(Siagian, 2010). Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah untuk
membiayal penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pendapatan Adli Daerah
(PAD). Disamping itu, sumber penerimaan suatu daerah bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Dana Alokas Khusus (DAK),
Dana Alokas Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hasil Penelitian menemukan bahwa variabel PAD, DAK, dan DBH
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU berpengaruh
tidak signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Riau karena besarnya PAD
yang didapat telah mampu mencukupi belanja daerah tanpa harus bergantung dari
DAU. Pendlitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang
lebih panjang dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan pendlitian
selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain selain dari variabel yang ada
dalam penelitian ini.

Kata Kunci:Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokas Umum, Dana Alokas
Khusus, Dana Bagi Hasll.
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ABSTRACT

Fiscal decentralization is the delegation of authority to the regions in
their own financial sources, so that regions have more opportunities for
household assistance. The decision to implement fiscal decentralization demands
an increase in the economy in the regions because the principle of implementing
fiscal decentralization in Indonesia is that money follows a function, namely the
main function of the deployed public services, with central financing support
through the delivery of regional revenue sources (Sagian, 2010). One of the
sources of revenue originating from the regions to finance regional government
administration is Regional Original Income (PAD). In addition, regional revenue
from the regional revenue and expenditure budget (APBD) is the Special
Allocation Fund (DAK), the General Allocation Fund (DAU) and the Revenue
Sharing Fund (DBH).

The results of the study found that the PAD, DAK, and DBH variables
had a significant effect on regional spending, while the DAU had no significant
effect on regional spending in Riau Province because much of the PAD obtained
was able to meet regional spending without having to pay from DAU. Future
studies are expected to use a longer study period with better results. And further
research added other variables apart from the variablesin this study.
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